
 

 

 
 
 

 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

 

NOMOR   080 TAHUN  2019  
 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 070 TAHUN 2019 TENTANG 
BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN  

BULAN APRIL SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 2019 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 
Menimbang:   a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan 

Penyetoran Pajak Rokok beserta perubahannya dan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara 

Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program 
Jaminan Kesehatan; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dalam PMK Nomor 

128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok 
bahwa Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan 
program jaminan kesehatan yang dilaksanakan melalui 

kontribusi penerimaan yang bersumber dari realisasi 
penerimaan Pajak Rokok bagian hak masing-masing daerah 

provinsi/kabupaten/kota sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma 
lima persen); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas 
Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok 

untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota               
Periode Penerimaan Bulan Bulan April  sampai dengan Bulan 
Juni 2019; 

Mengingat:   1. Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

  2.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai 

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1106); 

  3.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
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4.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);   

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 
2007 Nomor 13); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 

Nomor 5); 
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14. Peraturan Darah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 
2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 9); 

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 016 Tahun 
2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Bagi 

Hasil Penerimaan Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten 
dan Pemerintah Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 

Nomor 16); 

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 

2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tantang Pajak 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah 
diuabah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan  

Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentan g 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2017 Nomor 7);  

 

 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 070 TAHUN 2019 TENTANG 
BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH 

PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE 
PENERIMAAN BULAN APRIL SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 2019. 

 

 

Pasal  I 

 

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) dalam Peraturan Gubernur Kalimantan 
Selatan Nomor 070 Tahun 2019 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok untuk 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan April 
sampai dengan Bulan Juni 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 
70) diubah sehingga menjadi pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 2 

 

(1) Hasil penerimaan Pajak Rokok Pemerintah Provinsi diperuntukkan bagi  
Pemerintah Provinsi adalah sebesar 30% dan kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota sebesar 70% dari total penerimaan Pajak Rokok. 

(2) Hasil penerimaan Pajak Rokok Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah 

Provinsi dibagikan setiap triwulan. 

(3) Hasil penerimaan Pajak Rokok Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), periode bulan April sampai dengan bulan Juni 2019 sebesar 
Rp66.736.760.805,00 (enam puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh enam 
juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus lima rupiah). 
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(4) Hasil penerimaan Pajak Rokok Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), dibagikan dengan perhitungan sebagai berikut: 

a. Pemerintah Provinsi adalah sebesar 30% x Rp66.736.760.805,00 = 
Rp20.021.028.300 (dua puluh milyar dua puluh satu juta dua puluh 
delapan ribu tiga ratus rupiah) 

b. Pemerintah Kabupaten Kota adalah sebesar 70% x Rp Rp66.736.760.805,00 
= Rp46.715.732.500,00 (empat puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh 
dua ribu lima ratus rupiah). 

 

Pasal II 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan. 
 
 
                  Ditetapkan di Banjarmasin 
                                         pada tanggal  19 November 2019                        

 
                      GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 

                          ttd 
 

                          SAHBIRIN NOOR 
 

Diundangkan di Banjarbaru 

pada tanggal  19 November 2019                                       
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
       KALIMANTAN SELATAN, 

 

                       ttd 
 

               ABDUL HARIS 
  

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
TAHUN 2019 NOMOR  80                     

                       


